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Judul Berita Foto Tanggal Kamis, 18 Juli 2019

Media Kompas (Hal. 1)

Warga mengambil air dari ceruk di dasar sungai di Dusun Glagah, Desa Dukuh, Jawa

Resume . . . - .
Tengah, Rabu (17/7). Musim kemarau ini warga sempat kesulitan mencari air bersih.

Krisis Air Bersih di Sragen

- -

NDRA

Warga mengambil air dari ceruk di dasar sungai di Dusun Glagah, Desa Dukuh, Tangen, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2019).
Setiap musim kemarau, warga setempat kesulitan memperoleh air bersih. Air yang diperoleh dari ceruk tersebut digunakan untuk
keperluan mandi dan mencuci. Warga harus membeli air bersih dengan harga Rp 5.000 per galon ukuran 19 liter untuk air minum.
Mereka berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan air bersih.




Judul Berita Foto | Tanggal | Kamis, 18 Juli 2019

Media Kompas (Hal. 14)

Pengunjung melihat-lihat produk yang dihadirkan dalam pameran dan forum teknologi

Resume industri air dan limbah di JCC, Rabu (17/7)

Pameran Indo Water 2019
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Pengunjung melihat-lihat produk yang dihadirkan dalam pameran dan forum teknologi industri
air dan limbah, Indo Water Expo & Forum, di Jakarta Convention Center, Rabu (17/7/2019).
Mengutip laman kegjatan, sekitar 550 peserta pameran dari 30 negara berpartisipasi dalam
pameran dan forum yang berlangsung sampai dengan Jumat (19/7).



Judul

Tegakan Aturan Tata Ruang |

Tanggal

| Kamis, 18 Juli 2019

Media Kompas (Hal. 18)
Konflik lahan antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang membuka mata bahwa
Resume kasus serupa bisa terjadi di daerah lain. Penegakan aturan Tata Ruang bisa menjadi jalan

keluar

KONFLIK LAHAN

Tegakkan Aturan Tata Ruang

TANGERANG, KOMPAS — Konflik
lahan antara Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia dan Pemerintah Kota Ta-
ngerang membuka mata bah-
wa kasus serupa bisa terjadi di
daerah lain. Sebagai sesama
instansi pemerintah, kemen-
terian dan pemerintah kota
diharapkan bersandar pada
aturan dan menyelesaikan
masalah ini sesegera mungkin.
Jangan sampai sebagai sesama
pelayan publik justru meng-
umbar ego sektoral dan me-

rugikan rakyat.
Direktur Eksekutif Komite
Pemantauan Pelaksanaan

Otonomi Daerah Robert Endi
Jaweng, Rabu (17/7/2019), me-
ngatakan, prinsip utama da-
lam penerapan otonomi dae-
rah adalah tata ruang. Polemik
yang terjadi antara daerah
otonom dan lembaga sektoral
atau kementerian/pemerin-
tah pusat adalah puncak gu-

nung es yang sewaktu-waktu
mencair.

"Peruntukan (lahan) ini da-
pat dilihat dari rencana tata
ruang wilayah (RTRW) suatu
daerah dan dalam rencana de-
tail tata ruang (RDTR). Dalam
prinsip otonomi, hal-hal yang
tidak sesuai atau tidak berba-
sis pada tata ruang, tidak se-
suai dengan peruntukan, tidak
boleh terjadi,” tuturnya.

Dalam sebuah daerah oto-
nom, menurut Endi, tata ru-
ang menjadi basis pegangan
pemerintah setempat.

“"Pemerintah daerah oto-
nom memiliki kewenangan
mengatur peruntukan lahan
wilayahnya. Ini prinsip otda
(otonomi daerah). Kalau tidak
sesuai peruntukan, siapa pun
tidak bisa memaksakan suatu
pembangunan atau investasi
di daerah itu,” ujar Endi.

Ia berharap kementerian
terkait harus mendesak agar

semua daerah di Indonesia
memiliki RDTR dan RTRW.
"Dari 542 daerah se-Indone-
sia, hanya 52 daerah yang su-
dah memiliki RDTR. Masih
kecil,” kata Endi.

Hal senada sebelumnya di-
ungkapkan oleh pemerhati
masalah perkotaan dari Uni-
versitas Trisakti, Jakarta, Nir-
wono Joga.

Perseteruan antara Pemkot
Tangerang dan Kemenkum-
ham memanas serta menyita
perhatian publik setelah pem-
kot menyegel Kampus Poli-
teknik Ilmu Pemasyarakatan
dan Politeknik Imigrasi di Ja-
lan Satria Sudirman, Kelurah-
an Tanah Tinggi, yang berada
di lahan Kemenkumham. Pe-
nyegelan dilakukan karena ke-
dua politeknik belum memi-
liki izin mendirikan bangunan
dan peruntukan lahan, sesuai
aturan yang berlaku, masih
sebagai lahan pertanian. (PIN)




Judul Kemarau, Krisis Air Bersih Diantisipasi | Tanggal | Kamis, 18 Juli 2019
Media Kompas (Hal. 18)
Resume Jakarta diprediksi memasuki puncak kemarau antara Agustus dan September. Krisis air
bersih diprediksi akan terjadi di sebagian kawasan Jakarta Barat.

emarau,
risis Air Bersih
iantisipasi

Agustus dan September. Kekeringan berujung Krisis air ber-
sih berpotensi terjadi, antara lain, di sebagian Jakarta Barat.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Sub-
bidang Analisis dan Informasi
Iklim Badan Meteorologi, Kli-
matologi, dan Geofisika Adi
Ripaldi saat dihubungi di Ja-
karta, Rabu (17/7/2019), menga-
takan, Jakarta sudah memasuki
kemarau sejak akhir Mei 2019.

Berdasarkan pantauan Ba-
dan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG), ada be-
berapa wilayah di Jakarta Utara
yang sudah mengalami hari
tanpa hujan lebih dari 60 hari.
Adapun di kawasan Jakarta
lain, seperti Jakarta Barat, Ja-
karta Selatan, dan Jakarta Ti-
mur, rata-rata 31-60 hari tanpa
hujan.

“"Puncak kemarau di Jakarta
Utara diprediksi akan datang
lebih awal pada Agustus. Wi-
layah lainnya sekitar Septem-
ber,” ujar Adi.

Saat kemarau, suhu mini-
mum di DKI 23-24 derajat cel-
sius dan maksimum 33-35 de-
rajat celsius. Adi menjelaskan,
kondisi musim kemarau dido-
minasi cuaca cerah dengan se-
dikit awan yang menutupi la-
ngit Jawa, khususnya Jakarta.

Oleh karena itu, cuaca pada
siang hari akan terasa lebih pa-
nas, tetapi menciptakan suhu
dingin pada malam hari. "Pasal-
nya, di waktu malam, pelepasan
panas bumi ke atmosfer tak lagi
terjebak oleh awan yang me-
nutupi langit.” kata Adi.

Antisipasi kekeringan
BMKG, lanjut Adi, akan terus

memantau curah hujan di DKI
sehingga potensi kekeringan
dapat terpetakan untuk menge-
tahui wilayah yang berisiko
mengalami krisis air bersih.

“Kekeringan di wilayah DKI
kemungkinan besar akan ber-
dampak pada ketersediaan ke-
butuhan air bagi masyarakat
yang menggunakan sumur
dangkal,” kata Adi.

Secara terpisah, Kepala Ba-
dan Penanggulangan Bencana
Daerah DKI Jakarta Subejo me-
ngatakan, hingga saat ini pi-
haknya belum menerima lapor-
an terkait wilayah yang meng-
alami kekeringan dan krisis air
bersih.

Namun, jika berkaca pada
tahun 2015, setidaknya ada dua
kelurahan di Jakarta Barat yang
harus diantisipasi dari bahaya
kekeringan dan krisis air bersih,
yakni Kelurahan Tegal Alur dan
Kamal di Kalideres.

"Kami akan terus berkoordi-
nasi dengan instansi terkait, mi-
salnya aparat wilayah, agar me-
monitor potensi dampak ke-
keringan, seperti krisis air ber-
sih, dan segera laporkan untuk
direspons cepat,” ujar Subejo.

Kepala Dinas Sumber Daya
Air DKI Jakarta Juaini Yusuf
mengatakan, pihaknya akan
menambah pasokan air bersih
ke daerah yang membutuhkan.
Penyediaan air bersih akan me-
libatkan PD PAM Jaya selaku
BUMD penyedia air bersih.

“Nanti mereka akan menyi-
apkan tangki-tangki air bersih

atau dengan truk-truk tangki
untuk disalurkan langsung ke
masyarakat. Kiriman dari PD
PAM Jaya itu gratis kalau me-
mang situasi sudah rawan,” tu-
tur Juaini

Debit air mengecil

Di Kelurahan Duri Kepa, Ke-
bon Jeruk, Jakarta Barat, debit
air leding sudah dirasakan ber-
kurang oleh warga. Warga ter-
paksa membeli air bersih untuk
kebutuhan sehari-hari, seperti
mandi dan memasak.

Salah seorang warga, Wandy
(45), mengatakan, sudah sekitar
satu bulan debit air leding ber-
kurang., "Sekarang kalau me-
nampung air di ember ukuran
25 kilogram, butuh waktu se-
kitar 15 menit,” keluh lelaki asal
Indramayu. Jawa Barat, itu.

Untuk kebutuhan sehari-ha-
ri, dia membeli air bersih dari
pedagang air sebanyak lima je-
riken. Setiap jeriken Rp 3.000.
“Terpaksa harus beli air karena
saya dan istri setiap hari kerja.
Jadi, enggak mungkin tunggu
seharian untuk penuhi bak air,”
ujar Wandy.

Fiky (50). pedagang air de-
ngan gerobak di Kedoya, Ja-
karta Barat, mengatakan, setiap
kemarau, permintaan air bersih
selalu meningkat. "Sudah dua
minggu, setiap hari warga bisa
minta sampai 50 jeriken. Kalau
hari-hari biasa, paling 30 jeri-
ken. Harga sama saja, satu je-
riken ukuran 35 liter Rp 3.000,”
kata Fiky. (BOW)
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Sejuta Harapan di Tanah Borneo

Dika Irawan
dika.irawan®bisnis.com

esaat sebelum meninggalkan
Bandara Syamsudin Noor,
Presiden Joko Widodo tiba-
tiba bertanya kepada Sahbirin
Noor, Gubernur Kalimantan Selatan.
“Pak Gub [gubernur] ada sekitar
tanah 300.000 hektare?,” tanya kepala

negara.
Syamsudin terkejut dengan pertanya-

an kepala negara itu. Dalam hati, dia
hanya menerka-nerka maksud Presi-
den. “Pak Presiden mau berkebunkah
atau |[membuka] tambang?”

Presiden pun menjelaskan bahwa
Kalsel dipersiapkan sebagai salah satu
alternatif ibu kota negara. Setelah
itu, Sahbirin bergegas memerintahkan
jajarannya untuk mencari lahan seluas
itu.

“Akhimya kami temukan, tetapi
ada dua titik kami siapkan. Dari umB
_.mimrd&—_m: Insya Allah tersedia,”
ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada 2017
silam, seusai Presiden mengunjungi
Tanah Bumbu dalam rangkaian kun-
jungan kerja.

Sahbirin menceritakan pengalaman-
nya saat menjadi pembicara di dialog
nasional bertajuk Menuju Ibu Kota
‘Masa Depan: Smart, Green, Beantiful,
dan Sustainable’ di Novotel Banjarba-

ru, Kalimantan Selatan, belum lama
ini.

Selain tengah dan timur, kawasan
Kalimantan bagian selatan termasuk
dalam kandidat calon ibu kota negara.
Belakangan nama Kalimantan me-
ngemuka ke publik, setelah rencana
pemindahan diputuskan oleh pemerin-
tah berada di luar Pulau Jawa.

Sejarah mencatat, Kalimantan bu-
kanlah kandidat baru calon ibu kota.
Pada awal kemerdekaan, Presiden
Soekarno sempat mewacanakan ibu
kota pindah ke Palangkaraya, Kalteng.
Namun urung terlaksana, hingga sang
proklamator lengser dari jabatannya.

“Pemindahan ibu kota sudah pasti
akan di Kalimantan. Di mana pun ibu
kota baru akan dibangun, dampaknya
ke seluruh Kalimantan akan signifi-
kan,” ujar Deputi Bidang Pengembang-
an Regional Kementerian PPN/Bap-
penas Rudy S. Prawiradinata dalam
dialog tersebut.

Pulau yang memiliki nama lain
Borneo ini dinilai memenuhi sejumlah
kriteria menjadi ibu kota baru. Antara
lain, lokasinya strategis karena secara
geografis berada di tengah wilayah
Indonesia.

Kemudian, ketersediaan lahan milik
pemerintah atau badan usaha milik
negara di wilayah ini juga cukup
luas, sehingga dapat mengurangi biaya
investasi untuk mendirikan infrastruk-

tur penunjang.

“Tersedia juga sumber daya air cu-
kup dan bebas pencemaran lingkung-
an,” katanya.

Kelebihan lain, Kalimantan juga
terbebas dari bencana gempa bumi,
gunung berapi, dan tsunami.

Meskipun demikian, Rudy tak me-
nampik bila pulau ini juga memiliki
persoalan seperti banjir, kebakaran
hutan, dan lahan gambut.

Sebaliknya di Pulau Jawa, kriteria-
kriteria tersebut cukup sulit terpenuhi.
Rudy mengatakan, pertumbuhan pen-
duduk di Jakarta dan kota penyangga-
nya sangat tinggi. Begitu pula dengan
kota-kota lain di luar Pulau Jawa.

Ketersediaan air bersih juga menja-
di persoalan. Di Jakarta telah terjadi
penurunan vm_....E_Sm: air tanah,
lantaran penyedotan air tanah sangat
tinggi.

“Kalau ada bocor dari septic tank
bahaya [bisa tercemar ke air tanah].
Itulah kenapa diputuskan pindah kelu-
ar Jawa,” Katanya.

Saat bersamaan, konversi lahan di
Jawa juga sangat tinggi. Akibatnya,
tak banyak tersedia lahan yang cukup
untuk dibangun ibu kota baru. Jawa
Emm rentan, karena dilintasi oleh
cincin api, umu.Em@m rawan gempa,
letusan gunung api, dan tsunami.

Dari wm_...mr perekonomian, selama
ini Indonesia sangat bergantung pada

Pulau Jawa. Tecermin dari produk
domestik regional bruto (PDRB) yang
mencapai 58,48%. Sedangkan di
pulau lain seperti Kalimantan hanya
8,20%, Sumatra 21,58%, dan Sulawesi
6,22%.

Oleh sebab itu Kepala Negara meng-
inginkan pembangunan perekonomian
mengarah ke Timur Indonesia, karena
potensinya sangat besar.

“Jawa sentris tak terjadi lagi [bila
ibu kota dipindah ke luar Pulau
Jawal],” ujarnya.

ARUS PERDAGANGAN
Berdasarkan kajian Bappenas, lebih
dari 50% wilayah Indonesia akan me-
rasakan peningkatan arus perdagang-
an, apabila ibu kota negara dipindah
ke provinsi yang memiliki konektivitas

dengan provinsi lain.

Dalam hal ini, Rudy mengatakan
ekonomi Kalimantan relatif paling
bagus di antara kandidat lain, karena
letaknya strategis, di wilayah tengah
Indonesia.

Dia menambahkan, jika jadi Ibu
kota di Kalimantan, maka berpoten-
si meningkatkan arus perdagangan
antarpulau.

“Contoh Kalimantan kalau mau
membeli bahan bangunan dari Sula-
wesi, sedangkan barang-barang lainnya
dari Surabaya. Jika menjadi ibu kota,
maka arus perdagangannya akan lebih

tinggi. Diharapkan pindah [ibu kota]
ke Kalimantan akan lebih seimbang
[perdagangan antarpulau],” ujarnya.

Hal lainnya yang menjadi keun-
tungan adalah, jika nantinya salah
satu provinsi di Kalimantan menjadi
ibu kota, maka provinsi tersebut tidak
hanya mengandalkan pendapatan dari
sumber daya alam, melainkan juga
investasi.

Selama ini, ekonomi kawasan
Borneo terlalu tergantung dengan
sumber daya alam. Jika menjadi ibu
kota, maka akan banyak pelaku usaha
vang berinvestasi di kawasan ini, baik
sektor manufaktur, pariwisata, kuliner,
maupun sektor jasa lainnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin menga-
takan, pemilihan ibu kota ke Kali-
mantan merupakan keputusan tepat
Karena wilayah ini memiliki posisi
strategis.

Kalsel, kata dia, memiliki alur laut
kepulauan Indonesia. Kendati begitu,
dia tidak mempersoalkan jika nantinya
Presiden memilih Kalimantan Tengah
atau Kalimantan Timur.

Bagi Sahbirin, jika ibu kota di
Kalimantan maka akan menghidupkan
perekonomian pulau secara keseluruh-
an, dan mengikis stigma Jawa sentris
yang bertahan selama puluhan tahun.

“Kalimantan tidak hanya milik ba-
nua Kalimantan, tetapi milik Sumatra,
Aceh, Jawa, dan lainnya."



Kontraktor Daerah Dilibatkan . .
Judul di Mandalika Tanggal Kamis, 18 Juli 2019
Media Bisnis Indonesia (Hal. 4)
Kementerian PUPR mendorong agar kontraktir daerah bisa bersaing dalam tender dengan
Resume . .
BUMN Karya di proyek jalan.

Kontraktor Daerah
Dilibatkan di Mandalika

Bisnis, JAKARTA — Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat mendorong agar kontraktor daerah
bisa bersaing dalam tender dengan
BUMN Karya di proyek jalan elak
dari bandara ke Mandalika, Lombok.

Direktur Jenderal Bina Marga Kemen-
terian PUPR, Sugiyartanto mengatakan
bahwa banyak kontraktor yang sudah
tertarik berinvestasi dalam pembangun-
an jalan elak ini. “Pasti banyak lah.
Nanti kan melalui tahap pra kualifikasi.

Nanti proyek itu panjangnya 17 km
dan terdiri dari empat lajur,” tuturnya
di Jakarta, Rabu (17/7).

Sugiyartanto menuturkan bahwa
kontraktor daerah akan dilibatkan
dalam proses prakualifikasi ini karena
kesempatannya yang lebih besar. “Da-
erah kualifikasinya bisa lebih tinggi
dari sisi kemampuan keuangan. Bukan
tidak mungkin perusahaan itu akan
jadi lead-nya bukan hanya BUMN,”
Katanya. (Krizia Putri K)




Adhi Karya Memulai dari

Judul Jateng

Tanggal Kamis, 18 Juli 2019

Media Bisnis Indonesia (Hal. 4)

Resume

Proyek pembangunan tol Sol-Yogyakarta akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas
Kartasura-Prambanan dengan panjang utama 35,18 KM

Adhi Karya Memulai

dari Jateng

Bisnis, SEMARANG — Proyek
pembangunan tol Solo-Yogyakarta
akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni
ruas Kartasura-Prambanan dengan
panjang jalan utama 35,18 Km.

Ruas itu masuk seksi satu dan
terdapat empat exit tol, di Kartasura,
Karanganom/Delanggu, Klaten dan
Prambanan-Manisrenggo.

Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pris-
ti Wahyono mengatakan, diperlukan
pembebasan lahan seluas 608,90
hektare. Sebagian besar lahan yang
ada berupa sawah sebesar 73,91%.
Untuk permukiman penduduk yang
terkena proyek tol sebesar 17,54%,
kebun atau tegalan 1,55%, serta
7,09% adalah lahan lain-lain, seperti
tanah wakaf, dan tanah milik TNL

“Kita sudah sosialisasi ke daerah
beberapa kali. Investasi ini perlu
proses panjang. Dari pertama Ka-
mi melakukan evaluasi dan Kkajian
dampak analisis lingkungan,
dan sampai saat ini kami masih
melakukan Kkajian, hingga sekarang
kita sampai pada pengajuan penetapan
lokasi,” katanya, Rabu (17/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah Sri Puryono menjelaskan,
sebelum masuk tahap kegiatan
lelang yang ditargetkan pada akhir
Juli 2019, penetapan lokasi harus
sudah tepat. Tol Solo-Yogya secara
administrasi melewati tiga kabupaten,

14 kecamatan dan 61 desa.

Tiga kabupaten yang dilewati
tersebut adalah Kabupaten Karang-
anyar, Boyolali dan Klaten. Kecamatan
terbanyak yang dilintasi tol berada
di Kabupaten Klaten, yakni sebanyak
11 kecamatan, antara lain Delanggu,
Karanganom, Polanharjo, Klaten
Utara, dan Ceper.

“Saya ingin menyampaikan kepada
teman-teman di kabupaten, yang
pertama coba dicek tata ruangnya.
Kalau tata ruangnya belum ok, tentu
jadi persoalan,” jelasnya.

Sekda juga meminta ada pengecekan
lahan yang terkena dampak tol.

Drainase terutama di underpass,
katanya, juga harus menjadi
perhatian. Jika tidak diperhatikan
elevasinya, akan menimbulkan banijir.
Itu sudah terjadi di underpass Pajang,
Kartasura. Hal-hal lain yang tak kalah
penting adalah sumber-sumber air,
situs yang harus dipertahankan, dan
kepemilikan lahan lainnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekda Provinsi Jawa Tengah Peni
Rahayu memberikan penegasan
mengenai LP2B karena berkaitan
dengan alokasi pemberian pupuk
bersubsdi.

Bagi daerah vang LP2B terkena
dampak pembangunan tol, wajib
mencari lokasi cadangan. Prinsipnya,
jangan sampai LP2B berkurang,. (x2s)




Kekeringan kian Meluas Tujuh

Judul Provinsi Terdampak Tanggal Kamis, 18 Juli 2019
Media Media Indonesia (Hal. 1)
Resume Sebanyak 102.746 ha sawah di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Bahkan,

dari luas itu sebanyak 9.940 gagal panen

Kekeringan kian Meluas

Sebanyak 102.746
ha sawah di Jawa,
Bali, dan Nusa
Tenggara dilanda
kekeringan. Dari
[uas itu, 9.940 ha
dinyatakan gagal
panen.

Inomrvani Astum

wanyovEmredianadonssic com

ADAN Nassanal Penang

gulangan Bencana (IN-

PB) mencatat ada rujuh

provinsi di Indonesia
yong telah mengalaml kekering-
a0 Twjuh witayah b (adah Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakar
ta, Jawa Timur, Bali, Nusa Teng-
gara Barat, dan Nusa Tenggar
Timur,

Kepala Pelaksana Harlan (Mh)
Pusat Data, Informasi, dan Ho-
mas ANPHE Agus Wibawo merinet
secara keseluruban tecdapat se-
banyak 79 kabuparen/kota di
tujub provinsl tersebur yang
mengatami kekeringan, meli-
puth 1.969 desa/keluraban di 556
kecamatan

la menyampaikan lebih jauh
bahwa puncak kekeringan akan
terjad) pada Agustus mendatang
sohagaimana prodiksi Badan
Meteorolagi, Klimatalogl, dan
Geafisika (BMKG), Oleh karena
ity Badan Penanggulangan fen
cana Daerah (BPBD) di tujuh
provinsd telah melakukan upaya
penngatan guna mengantsipasi
sebelum bencana kekeringan
bertambah parah

Upaya penangunan jangka
pendek menghadapt kekeringan
lerang Agus antors ialn melaky-
kan pendistribusian alr, penga-
daan mobil tanki akr, menambah
hidran umum, dan membuat
sumur bor

“Usaba daln lalah bujan buatan
atau modifikasl cunca, termasuk
kampanrye hemat alr,” ucapaya
Rahu (17/7) Hujan buatan, ime
buhnys, merupakan perintah
Presiden Joko Widodo dalam

Provinsi Terdampak
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KESULITAN AIR BERSIH: Warga mengamibl ar dart ibang yarg digal o dasar sungs yang konng ol Desa
Glagah, Tangen, Sragen, s Tengah, Selasa (16/7). Wargo kesuliten mendapatkan air bersih sejak dua bulan
1erakhir selvngga mereka memanfastkan sumber Jir darl dasar Surga LOtuk kepeduan ruman Lngea
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rapat terbatas di istana negara

beberapa waktu lak
Sementara itu, upays pena

nganan kekeeingan jangkn pan-

Jang. valtu revitaliast danau dan
daerah aliran sungal, memhba-
nyun waduk, perbaikan ingasi,
pemipasn, biopori, dan pesmbuat-

Tertw OO

an embung serts sumur perma-
nan, tormasuk pemberian pohon
bernilai ekonomis dan ekologu
yang bizsa menampung resapan

alr dalam tanah seperts pobon
sukun dan aren. Kekeringan
juga berdampak pada mening
katnya risiko sebaran titik pa
nas (hotspot) di daerahl rawan
kebokaran hutsn dan lahan
(karhuta),

Namun, daa yang diambil dard
Sipongl Kementerian Lingkung-
an Hidup dun Kehutanan me-
nunjukian sebaran luas karhutls
podn 2019 menurun drasiis men-
capos 30.477 hekvare

Menurut Agus, g disebabkan
koordinast penanganan kar
hutla semakin diperkuat dongan
adanya slaga darurat bencana
karhutla

Berhagal daerah ¢i Tanah Alr
Juga melapockan fenomena keke
ringan yang kian meluas dan
memburuk. Sejumiah daerah
di Jawa Tengah, seperti Tegal,
Klaten melaporkan adanya feno
mwna it Demikian pula dongan
sojumiah daerab &1 Jawa Harut
dan Hall

Efek berganda

Dalam kesempatan berbedas,
Fetua Umom Persatuan Pengusa-
ha Perggilingan Padi dan Beras
(Perpadi) Soetarto Alimoeso
berpandangsn bahwa fenomena
kekeringan vang tengah terjadi
soot nd akan membawa efek ber-
ganda pada sektor perberasan di
Tanah Air

Misalnya, jadwal puncak pa-
nen raya yang bergeser dari Ma-
ret ke April

Dengan panen yang berge-
ser, otomatis keglatan anam
pun bergerak ke Mol Akhirnya,
panen gadu yang ssharusoya ter-
jadi pada September pun berpo
tensd mundar ke Oktober. Bugita
pun untok Musm-musm Tanam
selanjutnys yang berpeluang
semakin menjavh dari jadwal
somestinya.

“Ini yang harus diperhitung
kan sejak selarang. Persedisan
pangan terutama beras harus
benar-benar diperhitunghkan
Jangan sampai salah anallgis
hingga akhirnys membuat ke
putusan yang salah dan terjad)
krisis pangan,” ujar Soetarto,
Rabu (1777

Merujuk data Kemenrerian
Pertandan sudah seluas 102746
ha lahan sawab & Jawa, Badi, dan
Nusa Tenggara dilanda kefering-
an. Dorl luas iru, 9.940 ha elah
dinyatakan puso atau gagsl
panen. “Angka ity semestinya
bisa diminimalisas) jika Kemen
tan sudah melakokan antisipasi ”
(PraTUASTSBB/RSBY/X-6)




Judul Kota Cerdas Terwujud Berkat Tanggal Kamis, 18 Juli 2019
Pemimpin Cerdas
Media Media Indonesia (Hal. 1)
Resume Teknologi menunjang terwujudnya kota cerdas, namun yang menentukan adalah kualitas
pemimpin yang cerdas
Manfaat ’
Manfaat Smart City
*Cerdas
Meccotsan entras hots yarg kugt Smart govemment Komponen Smart City
*Mampu merark perdagangan. wisala, dan smasior
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Kota Cerdas Terwujud Berkat Pemimpin Cerdas

WARIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan par
kepaln daerah agar jangan hanya rerpukau
dengan istilah kota cerdas {smart oity) karena
teknologt hanys merupakan alat, sedangkan
yang memberi perhedaan walah pengguna akat
itu sendiri.

Jusuf Kalla mengingatkan hahwa teknologi
tidak alan memibilo arti jika penggunanys yang
dalam hal ini kepala dasrah tidak cordas

“Kota cerdas hanya dapat terealisast oleh by
pati atan wab katas yang cerdas, Apa pun peralat
an maupun teknologinya, tanpa ada pemimpin
yang cerdas tidak akan tercapal hota cerdas,”
tutur Jusul Kalls dalam pembukssn Indonesia
Internasional Smart City Expo and Forum 2019
dz JOC, Jakarta, kemarin.

Oleh sebab ltu, imbuh Wapres Kalla, smart
city bukan dlartikan peauhnya komputer di

kontor wall kot atau buparl. Mesk) teknolog
dapar dibell, kecerdasan untuk menggunakan-
nya harus muncul dar) kemampuan wall kota
dan bupan untok mengelola berbagal tnknalogl
yang bermanfaat bagi masyarakat,

“Teknologt itu dapat dibels, tetapi inavasi dan
kecerdasan itu borasal dari upaya dan kemam
puan masing-masing, Oleh sebab iru. yany pen-
ting dikembanygkan salah wall kota dan warga
knta yang cerdax” terang jusuf Kalla

jusuf Kalla menyebutkan tanpa ada masya
rakat yang cerdas, smart city juga tidak akan
terwujud sebab teknoiogh hanya sebatas alat, De
ngan demikian menurut Wapres, jangun hanys
rerpaku kepada teknokogh pemerintall daerah
juga harus mencerdaskan warganya dan bersi
nergl untuk menciptakan kota yang cerdae

“Walsupun segala macom peralatian ada, kalay

wargn kota masth buang sampah dan melang-
gar lalu Hintas seepaknya maupun antre tdak
teratur, Xota i akan tdak cerdas,” tutur Wapres
Jusuf Kalla vang akrah disapa K.

Konsep koti credas sendint merupakan bagian
dari upaya peningkatan ekonomi yang adil bagi
masyarakut, Untuk itu, diperhulcan inovast dan
inissatif pemerintah daerah untok memsksimak
kan patensi masing-masing,

“Usaha pemerintah daerah untuk mengem.
bangkan ekonomi daerah dan memberikan
inisiatif tentu menjadi bagian yang penting
untuk kemojuan kita semua, Meningkatkan
kemakmuran yang adil, seluruh masyarakat
dapat bagian dart kemajuan skonomi, semua
itu dapat terwujud meladui pemerintab daerah
yang inisiati! dan inovatil. Irulah kota cerdas”
tegas [K (DraX-11)




